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Abstrak
 

Terbitnya SK Menhut Nomor 463/KPTS-II/2013, khususnya pada kawasan seluas 1.834 hektar yang

mengubah peruntukkan tanah hak pengelolaan menjadi kawasan hutan lindung menimbulkan polemik di

Batam. Kawasan yang dimaksud pada faktanya telah berdiri kawasan industri, kawasan perumahan, dan

kawasan kantor Pemerintahan, namun dengan terbitnya SK Menhut tersebut maka akan ada pemanfaatan

ruang di Batam yang berubah.

Permasalahan yang dapat dicermati adalah mengenai bagaimana perubahan peruntukkan tanah hak

pengelolaan `menjadi kawasan hutan lindung ditinjau dari perspektif hukum penataan ruang dan bagaimana

kedudukan pemegang hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan sehubungan dengan perubahan

peruntukkan tanah hak pengelolaan menjadi kawasan hutan lindung.

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini apabila dilihat dari sifatnya merupakan penelitian

eksploratoris dimana penelitian yang menjelajah sebuah SK Menhut Nomor 463/KPTS-II/2013 tentang

perubahan peruntukkan tanah sehingga mengubah pula rencana tata ruang yang telah berlaku di Batam serta

berdampak bagi kedudukan warga selaku pemegang hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan yang

statusnya menjadi tidak pasti.

Adapun simpulan dari permasalahan bahwa SK Menhut tersebut mengesampingkan aturan-aturan yang

berlaku khusus di Batam terutama terkait dengan aturan rencana tata ruang di Batam sebagai daerah industri

dan mengenai kedudukan pemegang hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan sama dengan pemegang

hak atas tanah di atas tanah Negara dan sekalipun perubahan peruntukkan tersebut terjadi maka Pemerintah

harus memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah guna mengakomodir

kerugian yang ditimbulkan dari perubahan peruntukkan lahan tersebut.

<hr><i>Publication of Ministry of Forestry decree No. 463/KPTS-II/2013, especially in an area of 1,834

hectares which change the designation of land management rights be protected forest area in Batam

polemical. Region is in fact already established industrial area, residential area, and the Government office

region, but with the publication of the Ministry of Forestry decree there will be use of a changing utilization

of space in Batam.

Problems that can be observed is about how to change the designation of land management rights be

protected forest area viewed from the perspective of spatial planning law and how to position holders of land

rights on land management rights with respect to changes in the designation of land management rights be

protected forest areas.

The method used in this paper when seen from the nature of exploratory research is research that explores

where a Minister of Forestry Decree No. 463/KPTS-II/2013 about changing the designation of the land so as
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to change anyway spatial plan that has prevailed in Batam and has implications for the position of resident

as the holder of land rights on land management rights whose status is uncertain.

The conclusion of the Ministry of Forestry decree issues that override the rules that apply in Batam mainly

related to spatial planning rules in Batam as an industrial area and the position holders of land rights over the

same land management rights to holders of land rights on the ground state and even change the designation

of the case then the Government must provide guarantees and legal protection for holders of land rights in

order to accommodate the losses from changes in the designation of the land.</i>


